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Kasus penipuan yang terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah saja. Salah satu bentuk penipuan adalah  tindak pidana penipuan arisan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku  tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa  pengaturan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1)   dan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP. Sebagai Undang-undang yang bersifat khusus, Undang-Undang ITE menjadi pedoman dan dasar hukum bagi anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitas di dunia online. Undang-Undang ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk memudahkan penyelesaian suatu perkara terkait dengan penipuan arisan online.  Perlindungan hukum terhadap anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dapat melalui pelaporan ke pihak berwenang, seperti kepolisian, dan menggunakan jalur perdata untuk menuntut ganti rugi. Pelaku arisan online yang tidak memenuhi janji dapat dikenakan sanksi pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan/atau penipuan (Pasal 378 KUHP), serta ketentuan dalam Undang-Undang ITE karena menggunakan media elektronik. Korban berhak mendapatkan pemulihan kerugian melalui restitusi atau kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku  tindak pidana penipuan dengan modus arisan online diancam  dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu  dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan Undang-Undang ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan
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ABSTRACT

Recent fraud cases have become increasingly concerning. One form of fraud is
arisan fraud, The research questions in this research are how fo regulaie online
fraud from the perspective of Law Number 1 of 2024 concerning Information and
Electronic Transactions, how to protect arisan members from fraud using online
arisan, and how 1o enforce the law againsi perpetrators of fraud using online
arisan. This research is descriptive in nature, using a normative juridical
approach, and analyzing the data qualitatively. Based on the research results, it is
known that the legal provisions for online fraud crimes in the perspective of Law
Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions are
regulated in Article 28 paragraph (1) and are generally regulated in Article 378
of the Criminal Code. As a special law, the ITE Law serves as a guideline and
legal basis for members of the public in carrying out activities in the online world.
The ITE; Law also has links o several articles regulated in the Criminal Code
which aim o facilitate the resolution of cases related to online arisan fraud. Legal
protection for arisan members from criminal acts of fraud using the online arisan
method can be through reporting to the authorities, such as the police. and using
civil channels 1o claim compensation. Online arisan perpetrators who do not
Julfill their promises can be subject to criminal sanctions for embezzlement
(Article 372 of the Criminal Code) and/or fraud (Article 378 of the Criminal
Code), as well as provisions in the ITE Law for using electronic media. Victims
have the right to recover losses through restitution or compensation, medical
services, and legal assistance. Law enforcement against perpetrators of
fraudulent online savings and credit schemes is punishable by Article 28
paragraph (1) of the ITE Law, which carries a maximum prison sentence of six
years andlor a maximum fine of IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah) in
ace ith the provisions of Article 454 paragraph (1) of the ITE Law.
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